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BUPATI SAMBAS 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 70 TAHUN 2025 

TENTANG 

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 	: a. bahwa sebagai tindaklanjut surat Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
B/660/M.SM.04.00/2025 tanggal 20 November 2025 hal 
Tanggapan atas Usulan Penetapan Kelas Jabatan 
Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, 
surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor B / 825/ M. S M.02 .00 / 2025 
tanggal 17 Juni 2025 hal Persetujuan Hasil Evaluasi 
Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, dan surat 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor B / 573 / M.SM.02.00/ 2025 tanggal 26 
Maret 2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi 
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
nomenldatur dan kelas jabatan; 

b. 

	

	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas; 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (1,embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (1,embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajeman 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajeman Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6264); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan In stan si 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1636); 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Talun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 81); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sambas yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan 
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang 
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan 
mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya 
serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai 
tujuan. 

9. Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang 
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan 
mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik 
dan administrasi. 

10. Jabatan Pengawas adalah 	Jabatan Manajerial tingkat dasar yang 
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan 
mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik 
dan administrasi. 

11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab 
memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu. 



12. Jabatan pelaksana adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab 
memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan 
sederhana. 

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara 
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor 
jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan 
dan kelas jabatan. 

14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai 
ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda 
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan 
dan tanggungjawab, dan tingkat pesyaratan kualifikasi pekerjaan, dan 
digunakan sebagai dasar penggajian. 

15. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat mi. 

BAB II 
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kelas jabatan terhadap 
seluruh jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas. 

Bagian Kedua 
Maksud 

Pasal 3 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk 
menetapkan kelas jabatan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sambas. 

Bagian Ketiga 
Tuj u an 

Pasal 4 
Tujuan evaluasi jabatan adalah untuk menentukan nilai dan kelas jabatan yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan peta jabatan, 
struktur organisasi dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

BAB III 
PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN 

Pasal 5 
(1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas ditetapkan 

berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan metode Sistem Evaluasi Faktor. 

(3) Faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Faktor evaluasi jabatan struktural; dan 
b. Faktor evaluasi jabatan fungsional. 

Pasal 6 
(1) Faktor evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(3) huruf a terdiri dan i 6 (enam) faktor, meliputi: 
a. ruang lingkup dan dampak program; 
b. pengaturan organisasi; 
c. wewenang penyelia dan manajerial; 



d. hubungan personal yang dilakukan; 
e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan 
f. kondisi lain dan situasi khusus. 

(2) Faktor evaluasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 
(3) huruf b terdiri dan i 9 (sembilan) faktor, meliputi: 
a. pengetahuan dan keahlian; 
b. pengawasan penyelia; 
c. pedoman atau panduan kerja; 
d. kompleksitas pekerjaan; 
e. ruang lingkup dan dampak tugas; 
f. hubungan personal yang harus dilakukan; 
g. tujuan hubungan; 
h. persyaratan atau tuntutan fisik; dan 
i. lingkungan kerja. 

BAB IV 
PERUBAHAN KELAS JABATAN 

Pasal 7 
(1) Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat 

mengalami perubahan dalam hal: 
a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi 

pada Perangkat Daerah. 
b. terjadi perubahan ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan 
c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan. 

(2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian 
Organisasi Sekretariat Daerah. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan 
menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat: 
a. nama Jabatan; 
b. peran Jabatan; 
c. uraian tugas dan tanggung jawab; 
d. hasil kerja jabatan; 
e. tingkat faktor; dan 
f. Persyaratan jabatan tertentu. 

(4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapatkan validasi 
dan i Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Pasal 8 
Nilai dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan 
Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipi Negara 
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 
Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan dan perubahan Nilai dan 
Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, 
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipi Negara mengacu 
kepada Persetujuan dan/atau Penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas 
Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 
35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 67) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 29 Desember 2025 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 29 Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

ttd. 

FERY MADAGASKAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 70 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ERWANTO, S.H. 
NIP. 19780506 200502 1 004 



1 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,  

AO, S.H. 
NIP. 19780 06 200502 1 004 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 70 TAHUN 2025 
TENTANG 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

REKAPITULASI 
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

No. KELAS JABATAN PERSEDIAAN PEGAWAI 

1 15 1 

2 14 29 

3 13 3 

4 12 90 

5 11 1999 

6 10 117 

7 9 1247 

8 8 1147 

9 7 510 

10 6 449 

11 5 377 

12 4 0 

13 3 0 

14 2 0 

15 1 1 

Total 5970 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 70 TAHUN 2025 
TENTANG 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

No. Nama Jabatan Struktural 
Kelas 

Jabatan 

Persediaan 
Pegawai 

Keterangan 

SEKRETARIAT DAERAH 

1  Sekretaris Daerah 15 1 

2  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 1 

3  Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 1 

4  Kepala Bagian Hukum 12 1 

5  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 1 

6 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 1 

7 Kepala Bagian Perekonomian 12 1 

8 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 1 

9 Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa 12 1 

10 
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa 

9 1 

11 
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik 

9 1 

12 
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

9 1 

13 Asisten Administrasi Umum 14 1 
14 Kepala Bagian Umum 12 1 

15 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan 
Kepegawaian 

9 1 

16 Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 12 1 
17 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 1 
18 Kepala Sub Bagian Protokol 9 1 
19 Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 9 1 
20 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 9 1 
21 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 1 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

22 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 1 
23 Kepala Bagian Umum 12 1 
24  Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1 
25  Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 1 

26 Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan 12 1 

	 INSPEKTORAT KABUPATEN 
27  Inspektur 14 1 
28  Sekretaris Inspektorat 12 1 
29  Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 1 
30  Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi 9 1 
31  Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 9 1 
32  Inspektur Pembantu Wilayah I 12 1 
33  Inspektur Pembantu Wilayah II 12 1 
34  Inspektur Pembantu Wilayah III 12 1 
35  Inspektur Pembantu Wilayah IV 12 1 
36  Inspektur Pembantu Wilayah V 12 1 
	 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

37  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 1 
38  Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 1 
39 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9 1 



0, S.H. 

No. Nama Jabatan Struktural 
Kelas 

Jabatan 

Persediaan 
Pegawai 

Keterangan 

KECAMATAN SEMPARUK 
432 Camat 12 1 

433 Sekretaris Kecamatan 11 1 

434 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1 

435 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1 

436 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 

437 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1 

438 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1 

439 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1 

KECAMATAN PEMANGKAT 
440 Camat 12 1 

441 Sekretaris Kecamatan 11 1 

442 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1 

443 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1 

444 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 

445 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1 

446 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1 
447 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1 

KECAMATAN SELAKAU 
448 Camat 12 1 
449 Sekretaris Kecamatan 11 1 
450 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1 

451 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1 

452 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1 
453 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1 
454 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1 
455 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1 

TOTAL JUMLAH 453 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,  

NIP. 19780516 200502 1 004 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

11 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 70 TAHUN 2025 
TENTANG 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

NO NAMA JABATAN FUNGSIONAL UNIT ORGANISASI 
KELAS 

JABATAN 
PERSEDIAAN 

PEGAWAI 
KETERANGAN 

 

1 
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 

Hukum dan Politik 
Sekretariat Daerah 13 1 

2 
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan 
dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah 13 1 

3 
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan clan 
Sumber Daya Ma_nusia 

Sekretariat Daerah 13 1 

4 Analis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 3 

5 Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 7 

6 Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 0 

7 
Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
Ahli Pertama 

Sekretariat Daerah 8 2 

8 
Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
Ahli Muda 

Sekret 	'at Daerah 10 0 

9 
Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
Ahli Madya 

Sekretariat Daerah 12 0 

10 Perencana Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 2 

11 Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1 

12 Perencana Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 0 

13 
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli 
Pertama 

Sekretariat Daerah 8 3 

14 
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli 
Muda 

Sekretariat Daerah 10 3 

15 
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli 
Madya 

Sekretariat Daerah 12 0 

16 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1 

17 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 0 
18 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 0 
19 Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 0 
20 Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1 
21 Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 0 
22 Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1 
23 Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 0 
24 Penyuluh Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 0 

25 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 
Pertama Sekretariat Daerah 8 o 

26 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1 

27 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 
Madya Sekretariat Daerah 11 0 

28 Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1 
29 Pranata Komputer Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 0 
30 Pranata Komputer Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 0 
31 Pranata SDM Aparatur Terampil Sekretariat Daerah 6 2 
32 Pranata SDM Aparatur Mahir Sekretariat Daerah 7 0 
33 Pranata SDM Aparatur Penyelia Sekretariat Daerah 8 0 
34 Pranata Komputer Pelaksana Pemula Sekretariat Daerah 5 0 
35 Pranata Komputer Pelaksana Sekretariat Daerah 6 2 
36 Pranata Komputer Pelaksana. Lanjutan Sekretariat Daerah 7 0 
37 Pranata Komputer Penyelia Sekretariat Daerah 8 0 
38  Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah 7 2 
39  Pam ong Pemerintahan Sekretariat Daerah 7 2 
40 Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah 7 16 
41  Penata Keprotokolan Sekretariat Daerah 7 2 
42  Pengolah Data clan Inform asi Sekretariat Daerah 6 24 
43  Pengadrninistrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 5 25 
44  Operator Layanan Operasional Sekretariat Daerah 5 4 

45 Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
	 Ahli Pertama 

Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 8 2 

46 Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
	 Ahli Muda 

Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 10 0  

47 Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
	 Ahli Madya 

Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 12 0  

48 Perencana Ahli Pertama Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakvat_Daerah 8 2 

49 Perencana Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakvat Daerah 10 2 

50 Perencana Ahli Madya Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakvat Daerah 12 0 

51 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli 
	 PerPertaina 

Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 8 0 

52 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli 
Muda 

Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 10 2 



Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA B GIAN HUKUM, 

WANTY S.H. 
NIP. 19780506 200502 1 004 

NO NAMA JABATAN FUNGSIONAL UNIT ORGANISASI 
JABATAN

KELAS PERSEDIAAN 
PEGAWAI 

KETERANGAN 

693 Pranata SDM Aparatur Terampil Kecamatan Sambas 6 1 
694 Pranata SDM Aparatur Mahir Kecamatan Sambas 7 0 
695 Pranata SDM Aparatur Penyelia Kecamatan Sambas 8 0 
696 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sambas 7 2 
697 Penata Layanan Operasional Kecamatan Sambas 7 1 
698 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sambas 6 2 
699 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sambas 5 4 
700 Operator Layanan Operasional Kecamatan Sambas 5 1 
701 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sebawi 7 1 
702 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Sebawi 7 1 
703 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sebawi 5 2 

704 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Tebas 7 2 
705 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Tebas 7 1 
706 Penata Layanan Operasional Kecamatan Tebas 7 1 
707 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Tebas 5 2 
708 Operator Layanan Operasional Kecamatan Tebas 5 2 
709 Pranata SDM Aparatur Terampil Kecamatan Semparuk 6 1 
710 Pranata SDM Aparatur Mahir Kecamatan Semparuk 7 0 
711 Pranata SDM Aparatur Penyelia Kecatnatan Semparuk 8 0 
712 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Semparuk 7 2 
713 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Semparuk 7 1 
714 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Semparuk 5 4 
715 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Pemangkat 7 2 
716 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Pemangkat 7 1 
717 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Pemangkat 5 1 
718 Operator Layanan Operasional Kecamatan Pemangkat 5 3 

TOTAL JUMLAH 5517 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 
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LAMPIRAN IV 
PERATU RAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 70 TAHUN 2025 
TENTANG 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

NO NAMA JABATAN 
KELAS 
JAB. 

NILAI 
JAB. 

FAKTOR 1 
Ruang 

Lingkup dan 
Dampak 
Program 

(Level 1-5) 

FAKTOR 2 
Pengaturan 
Organisasi 
(Level 1-3) 

FAKTOR 3 
Wewenang 

Penyeliaan & 
Manajerial 

(Level 1-3) 

FAKTOR 4 
Hubungan Personal 

l 1 (Level 	-) ( 	4 

FAKTOR 
Kesulitan  

dalam 

5 

1-8) 

Pengarahan 
pekeriaan  

FAKTOR 6 
Kondisi Lain 

_ 

4A Sifat 
Hubungan 

4B 
Tujuan 

Hubunga 
n 

(Level 

SEKRETARIAT DAERAH _ 
1 Sekretaris Daerah 15 3.555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 . 5 1.225.  

2 Asisten Pemerintaha_n clan Kesejahteraan Rakyat 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 . 
3 Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

4 Kepala Bagian Hukum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

5 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

6 Asisten Perekonomian clan Pembangunan 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 

7 Kepala Bagian Perekonomian 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

8 Kepala Bagian Aciministrasi Pembangunan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

9 Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

10 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310_ 

310 11 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 

12 
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 
dan Jasa 

9  
1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

13 Asisten Administrasi Umum 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 
14 Kepala Bagian Umum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 
15 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 
16 Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 
17 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 
18 Kepala Sub Bagian Protokol 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 
19 Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 
20 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 9 1.430 1 175 1 100 1 	_ 450 1 25 1 30 3 340 1 310 
21 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575_ 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH , 
22 Sekretaris Dewan Perwakilan Ralgat Daerah 14 3.030 2 350 2 	_ 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 , 
23 Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 
24 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1.430 1 	_ 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

1 



NO NAMA JABATAN 
KELAS 
JAB. 

NILAI 
JAB. 

FAKTOR 1 
Ruang 

Lingkup dan 
Dampak 
Program 

(Level 1-5) 

FAKTOR 2 
Pengaturan 
Organisasi 
(Level 1-3) 

FAKTOR 3 
Wewenang 

Penyeliaan 86 
Manajerial 
(Level 1-3) 

FAKTOR 4 
Hubungan Personal 

(Level 1-4) 

FAKTOR 
Kesulitan  

dalam 

5 

1-8) 

Pengarahan 
Pekerjaan 

FAKTOR 6 
Kondisi Lain 

4A Sifat 
Hubungan 

4B 
Tujuan 

Hubunga 
n 

(Level 

433 Sekretaris Kecamatan 11 2.090 1 _ 	175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 

434 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 ... 	100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 

435 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1.455 
- 

1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 

436 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

437 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

438 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

439 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 _ 
KECAMATAN PEMANGKAT 

440 Camat 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

441 Sekretaris Kecamatan 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 

442 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 

443 Kepala Sub Bagian Pen3rusunan Program dan Keuangan 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 

444 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

445 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 _ 30 3 340 1 310 

446 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

447 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

KECAMATAN SELAKAU _ 
448 Camat 12 2.315 2 350 1 100 2 	_. 775 3 75 3 100 3 340 2 575 

449 Sekretaris Kecamatan 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 

450 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 

451 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 

452 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 _ 
453 Kepala Seksi Ketentraman clan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

454 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

455 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

 

RWA 0, S.H. 
NIP. 19780506 200502 1 004 

16 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPAT1 SAMBAS 
NOMOR 70 TABUN 2025 
TENTANG 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH ICABUPATEN SAMBAS 

TABEL BASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

NO. NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI 
KELAS 

JABATAN 
NILAI 

JABATAN 

Faktor I 
Pengetahuan 
(Level 1-9) 

Faktor 2 
Pengawasan 
(Level 1-5) 

Faktor 3 
Pedoman 

(Level 1-5) 

Faktor 4 
Kompleksitas 

(Level 1-6) 

Faktor 5 
R.Linglcup a 
 pengaruh 

(Level 1-6) 

Faktor 6 
Hub. Pribadi 
(Leve 1-4) 

Faktor 7 
Tujuan 

Hubungan 
(Level 1-4) 

Faktor 8 
Tuntutan 

Fisik 
(Leve 1-3) 

Faktor 9 
Lingkungan 

Keda 
(Level 1-3) 

1 
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan 
Politik 

Sekretariat Daerah 13 2.715 7 1250 4 450 4 450 4 225 3 150 3 60 3 120 1 5 1 5 

2 
Staf Ahli Bupati 	Bidang Ekonomi, 	Keuangan dan 
Pembangunan 

Sekretariat Daerah 13 2.715 7 
- 

1250 4 450 4 450 4 225 3 150 3 60 3 120 1 5 1 5 

3 
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber 
Daya Manusia 

Sekretariat Daerah 13 2.715 7 1250 4 450 4 450 4 225 3 150 3 60 3 120 1 5 1 5 

4 Analis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 	_ 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
5 Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 	_ 1.735 . 6 950 3 _ 275 2 125 3 150 3 150 2 25 2 _ 50 1 5 1 5 
6 Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.135 6 950 4 450 3 275 4 225 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 

7 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 
- 

5 750 2 
- 

125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 

8 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda 
_ 

Sekretariat Daerah 10 1.610 5 750 3 275 3 275 3 150 2 75 2 25 
- 

2 
- 	- 

50 1 5 1 5 

9 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.170 6 950 3 
- 	- 

275 4 450 4 225 3 150 3 60 2 50 1 5 1 5 

10 Perencana Ahli Pertama Sekretariat Daerah _ 	8 1.280 5 750 _ 2 125 2 125 _ 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
11 Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1.610 5 _ 750 3 275 3 275 3 150 2 75 2 25 2 50 5 _ 1 5 
12 Perencana Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.170 6 950 3 275 4 450 4 225 3 150 3 60 2 50 1 5 1 5 

13 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.270 5 750 2 125 2 125 2 75 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5 

14 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1.695 6 950 3 275 2 125 3 150 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5 

15 Pengelola Pengadaan Barang clan Jasa Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.220 6 950 4 450 3 275 4 225 3 150 4 110 2 50 1 5 1 5 

16 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
17 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1.735 6 950 3 275 2 125 3 150 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 
18 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.170 6 950 4 _ 450 3 275 4 225 3 150 3 60 2 50 1 5 1 5 
19 Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 _ 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
20 Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.355 5 750 _ 2 125 2 125 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 . 
21 Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 1.960 6 950 ___ 3 275 3 275 4 225 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 
22 Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 _ 
23 Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.355 5 750 2 125 _ 2 125 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 . 
24 Penyuluh Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 1.960 6 950 _ 3 _ 275 3 275 4 225 3 150 2 25 2 50 _ 1 5 1 5 
25 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 	_ 1.295 5 750 2 125 - 2 125 3 150 	_ 2 75 2 25 1 20 1 5 2 20 
26 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.480 6 950 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 . 
27 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 1.870 6 950 3 _ 275 3 275 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 2 20 
28 Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
29 Pranata Komputer Ahli Muda Sekretariat Daerah 	 _ 9 1.355 5 750 2 125 2 125 3 150 	_ 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 
30 Pranata Komputer Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 , 	1.930 _ 6 950 3 275 3 275 4 225 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 
31 Pranata SDM Aparatur Terarnpil Sekretariat Daerah 6 840 4 550 2 _ 125 1 25 1 25 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5 
32 Pranata SDM Aparatur Mahir Sekretariat Daerah 7 1.005 4 550 _ 2 	. 125 2 125 2 75 2 75 2 25 1 20 1 5 1 _ 5 
33 Pranata SDM Aparatur Penyelia Sekretariat Daerah 8 1.230 4 550 3 275 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 

1 



NO. NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI 
'<BLAB 

JABATAN 
NILAI 

JABATAN 

.. 

Faktor 1 
Pengetahuan 
(Level 1-9) 

Faktor 2 
Pengawasan 
(Level 1-5) 

Faktor 3 
Pedoman 

(Level 1-5) 

Faktor 4 
Kompleksitas 

(Level 1-6) 

Faktor 5 
R.Linglcup 

a pengaruh  
(Level 1-6) 

Faktor 6 
Hub. Pribadi 
(Leve 1-4) 

Faktor 7 
Tujuan 

Hubungan 
(Leve 1-4) 

Faktor 8 
Tuntutan 

Fisik 
(Leve 1-3) 

Ketja  

Faktor 9 
Lingkungan 

(Level 1-3) 
696 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sambas 7 890_ 5 750 _ 	1 25 - 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
697 Penata Layanan Operasional Kecamatan Sambas 7 890 5 750 I 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
698 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sambas 6 690 4 550 1 25 1 25 1 -  25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
699 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sambas 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
700 Operator Layanan Operasional Kecamatan Sambas 5 490 _ 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 _ 5 
701 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sebawi 7 890 - 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 _ 5 1 5 _ 
702 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Sebawi 7 890 5 750 1 25 1 25 _ 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 _ 1 5 
703 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sebawi 5 490 3 350 - 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
704 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Tebas 7 890 - 5 750 - 	1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
705 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Tebas 7 890 , 5 , 	750 1 _ 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
706 Penata Layanan Operasional Kecamatan Tebas 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
707 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Tebas 5 490 3 350 1 25 1 	- 25 - 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
708 Operator Layanan Operasional Kecamatan Tebas 5 490 3 350 - 	1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
709 Pranata SDM Aparatur Terampil Kecamatan Semparuk 6 840 4 550 - 2 125 1 25 1 	- 25 2 75 1 10 1 20 5 1 5 
710 Pranata SDM Aparatur Mahir Kecamatan Semparuk 7 1.005 _ 4 550 2 , 	125 _ 2 125 2 75 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
711 Pranata SDM Aparatur Penyelia Kecamatan Semparuk 8 1.230 4 550 3 - 275 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 
712 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Semparuk 7 	_ 890 5 750 1 	_ 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
713 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Semparuk 7 890 5 750 - 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 

_ 
5 

714 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Semparuk 5 490 3 350 _ 	1 25 1 25 1 	_ 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
715 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Pemangkat 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
716 Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Pemangkat 7 890 5 750 - 1 25 1 25 1 25 1 25 1 _ 10 1 20 1 5 1 

_ 
5 

717 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Pemangkat 5 490 3 _ 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 
718 Operator Layanan Operasional _Kecamatan Pemangkat 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA B AN HUKUM, 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

 

 

WAN   I  S.H. 
NIP. 19780506 200502 1 004 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 70 TAHUN 2025 
'I.ENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

TABEL KONVERSI NOMENKLATUR, NILAI DAN KELAS JABATAN BAG! JABATAN PELAKSANA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

No. 
NAY& JAHATAN (PER 

41/20181 
SI

IEBNPANRE 
HIJALIFINA 	PIINDEDISAN SNIT OROANISA81 

1011.613 
JABATAS 

ICLASPIIKA 
8I JAHATAS 

NAIL& JAHATAN PPEIUMNPANRS 
46/2022 DAN KEPTAZIPAIRS 10761.17111A191 PENDIDIHAN MIT ORCIANISA/31 

KSLAS 
JAB. 

11111.61 
JAB. 

Fakeer 1 
Posigatabaa 

Faktor 2 
7.90.0070. Padoman 

'altar 3 Fakeer 4 
Eamplakska 

Paktar 5 .. 

R.Lk4"P  ." 

(Gaol 1-6) 

Tartar 6 
Hub. PrIbadi 

Paktor 7 

74''''  

(Laral 1-41 

Yaktor 8 

T'''"'" 

1.-.3) 

Pater 9 
I,Ingk Ila 

— --• 

1 2 4 6 1 8 

sasts:/ro  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 TO 

1 Analis Pemerbandma Dearth 

........... 

8-1 (StrataStan)/ 8-4 (Diploma-Emma) ladrtag 
Penterintahan/ Manajemen/ gebijakom Pahl man bidang 

lain yeas relevan dengan togas jalutan 

Seleretariat Doetab 7 Flank Prawn Edda Pemerintaban S-1 (Strata-Sertu)/ 164 (Diploma-Emma) Ilmu Pemerintabeto Sekretraim Demob 

,.. 

1 890 5 750 1 25 I 25 I 25 1 25 1 10 I 20 1 5 1 $ 

2 Analia Ketja sae. 
8-1 (Strata-Saba/ 0-4  (18910.111189056 ',khan lInkam/ 
Eknnomi/ Tarok/ Soaird/ E011.01303i alma bidang lain 

yang televan &slam tumm jabatem 
Sekreteriat Daerah 7 Merck Pentlaab Idols Kebijakaa 8-1 (Strata-Satta)/ 13-4  (D1Pl000-Em161) Sekretaried Daerah 7 890 5 750 1 25 1 25 I 25 1 25 1 10 1 

... 

20 I 5 I 5 

3 Analis Pengembramma %hank 
S-1 (S00.-80.6/D-4 (DiAoma-Empat) Isideng 

PlanoloO/Pemacanatm Vdayah alas bidang lain yang 
alma dengan mmes jabatan 

Sekrettaiat Daerah Klesek P60els/1h Telmis Kebnakan S- I (Strata-Satu)/ 13-4 (DiplonmEmpat) Sekretanat Daerah 7 890 3 750 I 25 1 25 1 25 1 25 I 10 1 20 I 5 1 5 

4 Anslis Batas nfilayab 

S-I (Sawa-Soo//D-4 (Maim:oat-8=pm) Wang &means 
Kota/ Perracarmart %%meth elan Kota/Studi 

PembangurretalEkaaomi Parabongunem/Manajemen 

Traosportasi/ Kependudukan/Ketabarum Nasional atau 

bilanalAnimanImmulsrafiatma. 10950101 

Selcretertiat Daerab 7 Merck Penelaah Teknis Kebutdran S-1 (Sirede-Satult 5-4  (DiPloma-Kamat) Sekretatiat Demob 7 800 S 730 I 25 1 23 I 25 I 25 I 10 I 20 1 5 1 5 

5 Analia Informasi Perbenoan 
8-1 (StrettaSatu)/ D-4 (Diploma-Emma) bideeog 

Honsunikeen/Sistem Infomussi/IfemMemen/Pertalaarua 
Sekreterrint Daemb 7 /Smelt 

. 

Penelaah Teknis Kebijakan 8-1 (Strata-Sand/ 0-4 (Diploma251mM Satre/aim Demob 7 890 5 

. 

750 1 25 1 25 I 25 I 25 1 10 I 20 1 5 7 5 

6 
6,1090 Pemeziranhasa Mon. dam 
Monona Doetah 

S-1 /870001901/f 8-4 (Stiplaron-Empea) bidang 
Pemenataban/ Manajemen/ Kebijakan Pubbk atau biclaag 

lain yang ralevan dengaa Mean jab.= 

Sekretariat Daerab / Operator Pamong Pemerinuhan 

8.1 (Strata Sam)/ 13-4 (Diploma-Empat) bidang 
Eltonomi/Ilanttjemen/ 73180070150.101 Pembangunanl 
Sosinl clan Pohl*/ Arbninistrasi Negam/ Adminietrasi 

Penurintahem/ICebijalum INIbble/littkum/ Kommakasi mum 

bidang lain yang relevan &mama tugas jabatan 

Seleretatiat Dearth 7 890 5 750 1 25 I 25 I 25 1 25 1 10 I 20 1 5 1 5 

7 
Analis Perencanaan, Evaluasi dna 
Pelaporon 

S-1 (StratoSau)/ 0-4 (Diploma-181mm) bidaag 
Ek01101111/90164 AdlOilliStrBlii Hegel./ Peruerintaban/ 
Kebijaketa Pubfk atau bidang lain yang relevan dengan 

1050 3.6800 

Sekretariat Daerab 7 

-.. 

Islarek Penelanb Teksis Kebijaken S-/ (Strata-Sand/ 0-4 (Diploma-Soma) 

-I 

Selartariat Damab 7 890 5 730 I 25 

_ 

I 25 1 25 

.„ 

1 25 I 10 1 20 1 5 I 

8 
Pengelola Penyelenagaraan Otonomi 
Doereh 

0-3 (Diploma-Tiga) bidong Manajemen/Sosial dart 
Polial/Administrosi/Sosiologi/ Peuterintaban man bidang 

lain ymg talcum dengan mans jabataa 

Seleretraial Daetak 6 Klerek Pengolab Data den laformasi 

.., 

0-3 (Diploma-Tiga) Sekreariza Daenth 6 690 4 550 I 25 1 25 I 25 I 25 1 10 I 20 I 

.._ 

5 1 5 

9  

Pengelola Monitoring don Dultuni. 
PanYeknagareara Pemenntabern 
Dean 

0-3 (Diploma-Tim%) bidang Akuntansi/ IteraMemen/ 
Administran/ Pemerentahan/ Telalik 

klaneanneu Teknik Info:Banker Mau bidang 	
W lakes:006 

lain yang 
Mayan dengan tunas jabattm 

Sekratariat 001006 6 Merck Pengolah Data den Informasi 

, 

0-3 (Diplotna-Tiga) Sekretariat Darrell 6 690 4 530 1 25 I 25 1 25 l 25 1 10 I 20 1 5 1 5 

. 
p. 
	, . 	. 

p., 
	. 

8174/01/ 8-2 (DiPlonta-1104(/ D-3  ( 2116nam- Tiga) bida913 
klanajemea Perlantoran/ Administressi writer:norm./ Tata 
Perkantoran atau bidang lain yen re/even &ammo tugas 

jabalan 

Solcretariat Daemh 5 Klerek Pengadministrani Perkantoran SLTA Sederajat 

a-- 

Selo-maxi. 0150011 3 490 3 330 1 23 I 25 I 25 1 25 I 10 1 20 1 5 i 5 

11 Pengadministrasi Batas Wilayab 

SLTA/ 81/ 0-2 (DiplerinaDua)/ D-3 (Diploma- Tian) bid., 
81onMe01e0 Perkanoran/ Administrosi Parkaatoran/Terta 

Peckentoran 

Sektetariat Daerah 3 Klarek Peagadrainistrasi Petkantorera SLTA Sederajat Seknetariat Daetah 5 490 3 350 1 23 I 25 I 25 1 25 I 10 1 20 1 5 1 3 

. Pcng.dacithsooac 
 . 

op. 
	. D 	. 

SLTA/ DI/ 0-2 (Diplasna-Dua)/ D-3 (Diploma- Tiga) bidemg 
Illoaajemen Perkaatoran/ Administrasi perkantonm/ Tam 
Perkantoran man bidang lain. yang relay= dengan tugas 

jabot:cm 

0,60.6850 000019 5 Merck Pengadministossi Perkantoran SLTA Sederajat Sektetatial Daeroh 3 490 3 350 I 23 1 25 I 25 1 25 I 10 I 20 1 S 1 5 

13 Penyeaun Bataan Bauman 1109001 /80010-8080)/80010-8080)Hula= &Inman. Daerah 7 Klerek 
Po:gamin fasten Hukum dim 

Perundang-undangan 
S- I (Strata-San4/ 0-4 (Diploma-Erapat) bidang Hukum Sekreasiat Daerala 7 890 5 750 1 25 1 25 1 22 l 25 1 10 I 20 1 5 7 5 



TO, S.H. 

NO. 
IMAM JABATAN (PNRYINPANR111 

41/20184 
IMALEPTICASI PENDIDDLAN VIM ORGANISA81 

KALAS 
JABATAN 

3331811110 

KLASIFIXA 
81 JABATAN 

WAY& JABATAI (PERIEBSPABRB 
46/2022 DAN NICPBORSPANR8 

11/20244 
KIIALIIINA81P11211)1012/33 0312 OROANISASI 

ICELAS 
JAB. 

MAI 
JAB. 

Paktor 1 
Paptalusa 
a (Loa 1.-9) 

ntletor 2 
Pangaea; 
a.... 1-51 

Meter 3 
Padova., 
anc, 1-6) 

Paktor 4 
Komploludta 
a Baal 1-61 

Paktor 5 

"fr46" 6  
P"P'nth  
N..em 1-6) 

Faktor 6 
Bab. Pea& 
(Lao 1-4) 

!aka 7 

'MI'''.  

(Level 1-4) 

Paktor 8 

Tu''''''''  
 rbik  1 31 

Pak or 9 
66-0 Kerja 

 114 
' 	". 1-3'

1  

1320 Penagas Keamansm 
(1LTAf DI/ 10-2 (Nplosna-Dua)/ D.3 (Diploma- Tiga) bidaug 
yang dibuluhken atatt bidang lain yang Tolman dolman 

Dag. jabots', 
Keramatan Sajingen Besar 3 Operator Operator Layaan °narrational 

., 

SLIA Sedena Keratnatan Salami Boar 

,.... 

5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 70 1 20 1 5 1 5 

1521 Prau 6... Kecamatan 
SLTA/131/ 0-2 piplorna-Dud/D-3 (Diploma- Tiga) bidang 

cmg cleat dengan amas jabatan 
Saran Beam 1 Operator Operator Lamm Opermional 81.1A Sedertgat am, Salina, Bea %m 	mas 5 490 3 

" 

350 1 25 1 25 

.. 

25 1 25 1 10 1 20 1 3 1 5 

1522 Anoka Paola/Tan DDana),Pemerintahan/ 
S-1 (96363a90)/ D-4 (Diploma-Eases) bideng 

blenajemen/ Kabgakan Publik ennu bidang 
lain yang relevant dolma, tugas jabatan 

Re' cantaa Sa jingan Bea 7 Merck Pean KeloLa Peancrintabart 8-1 (85a-San3/ 0-4 Pinion:m.3am.) lhau Peramintahan Kmeanatem Sajirman Besar 7 890 5 750 1 25 1 25 I 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 

1523  
Pengelola Adminiannol 
Punerintahan 

5-3 (DiplomaTigo) bidang Massajemen/ llkonomi/ 
Pemerintalmn/ 	Administrad/ Kebilakan Publik atau 

bidrom lain yemg relevan dengan aosjabatan 
%mamas... SMingem B ea 6 Merck Pengelab Data dew Infortaani D-3 (Diploma-11ga) 

. 

Recamatan Solingen Bases 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 

1524 Pengadministrasi Rependudukan 
SLTA/D1/D-2 (Diplonao-Dua)/ D-3 (Diploma. Tiga) bidang 
Unnajemen Paean./ Administraal Parka...n/1am 

Parkantoran 
Keccanamn Sejingaa Beaty 5 Klerak Pangadminisaasi Perknotaran SLTA 13rdenCal Remmatan &Wagon Besar 5 490 

' 

3 350 

..- 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 

' 	-- 

1525 Pengelola Keamanara dam Kean-ban 
D-3 (5iploma-11g1g bidaag Admit:darnel Pemerintah/ 
Sasiologi au bidang lain yang relay.; dengan lugesi 

jabs.. 
Kmaannan Salingan Baser 6 Operator Pengeleda Tremblaa 

, 

1)-111 (DiplosacTigd yang relevan donna taigas jab.= Keusatan SMingan Beam 

..- 

6 690 4 

..- 

550 

... 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 $ 

1526 Pedind 	M Prima 	tmgan 	asyarokat 
SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Da/D-3 (Diploma- liged bidang 

yang falcon, dengan amj.... 
Kmacoatan Sajingra, Bar 5 Operator Operator Lacunas Opemaional SLTA SederMat Kneamatan Se490gem Beser 5 4g 3 350 1 25 1 25 I 25 1 25 1 10 1 20 1 5 5 

1527 Audis Desa deco Kehanbesa 
NI (5tr503a60)/ 0-4 (DiPloma-E.1.01...8 

Pamerintalualargemen/ Rebijokan Public Mau bidang 
lain cmg relevan &agen tan jaban 

Kean.. Sargon Besar 7 lam& Peneloah Teknis %abase. S-1 (Strata-Seta/ D-4 )Diploma-Empat) Katmai, SeMngan Beata 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 

1528 
Peragelela Pemberdayam 
Mama). 

D-3 (Diploma-Tim) bidang Sociologi Pedeunni m...3.3.../ 
ang 	ayan dengan tugas Administraai ea bidang18.61 y 	M 

Mania 
Kmraantan &Magna 	sar Be 6 glesek Pangolah Data dart Informasi D-3 (Diploma-Tip. Reesman. Salingan Beam 6 690 4 550 1 25 1 25 25 1 25 

....- 

1 10 1 20 1 5 1 5 

1529 Permadminisasi Parinan 

SLTA/ DI/ 0-2 (013.1.12031/ D-3 (DiPl..."1'64 bia.g 
lianajamon Perko:norm/ Administra perkarnoran/ Tata 
Perkemlorma Mu bidang lain yang relevan decagon tugas 

Keeamanal Sang.; Bea 5 Merck Pengadministrad Pedcantoron SLTA &Ana. Kmarnalan Solingen Besar 5 490 3350 I 25 1 25 1 25 1 25 1 10 20 1 5 1 5 

1530 Melia PeLmanen Sosid 
Irma/ Ps0e07e0 Masymakea/Mancjemen/ Sosialogi/ 

Administrad/ kricoinola Mau bidang lain yang mica 
derma aaiabatan 

Keramaten Salingan Besar 7 %lank Penelaah Telmis keb(jakais 

S-1  (Satha-Sato)/ D-4 (Diploma-Emped) Mang Psikologi  

S-1 (Strata-Sea/ 0-4 (Diploma-Dad) Keeametan Sajingan Boar 7 890 5 750 I 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 

-.. 

5 1 5 

1531 Penselola Kesejahteraan Sad 
0-3 (Diplaran-Tiga) bidang Kesejahteraan 

Sosial/SosiologifSodal dan Pol.& Mau bidang lain yang 
relatea dengan ragas jabatan 

Kerala= Sajinga n Besar 6 Muck Pengolah Data dam Manna 13-3 (Diploma-Tigo) Katmai:an Sajin.gan Beam 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 35 1 10 1 20 1 5 1 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,  

NIP. 19780 6 200502 1 004 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 
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